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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis Hukum 

Islam terhadap Praktik Pemotongan Upah Karyawan pada Peternakan Ayam 

Ciomas”, yang telah dilakukan di Peternakan Ayam Ciomas Desa Pidoli 

Lombang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik Pengupahan Karyawan Peternak Ayam di Peternakan Ayam Ciomas 

Desa Pidoli Lombang 

Praktik pengupahan karyawan di Peternakan Ayam Ciomas Desa Pidoli 

Lombang dilakukan berdasarkan hubungan kerja antara peternak sebagai pemberi 

kerja dengan karyawan sebagai pihak yang memberikan tenaga dan jasa dalam 

pemeliharaan ayam potong. Karyawan melaksanakan pekerjaan berupa 

pemeliharaan ayam, pemberian pakan dan minum, menjaga kebersihan kandang, 

melakukan pengawasan terhadap kondisi ayam, serta membantu proses 

pemeliharaan sampai dengan masa panen. Sebagai imbalan atas pekerjaan 

tersebut, karyawan memperoleh upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 

peternakan. 

Dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya praktik pemotongan upah 

karyawan. Pemotongan tersebut antara lain berkaitan dengan kondisi usaha, 

penurunan omzet atau harga ayam, ketidakhadiran, serta kondisi produksi seperti 

tingkat deplesi atau kematian ayam. Permasalahan yang ditemukan bukan semata-

mata terletak pada adanya pemotongan, tetapi terutama pada mekanisme, dasar, 



 

 
 

dan kejelasan pemotongan upah. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan 

mengenai pemotongan belum sepenuhnya dituangkan dalam perjanjian kerja 

tertulis secara rinci. Kondisi tersebut menyebabkan pekerja tidak selalu 

memperoleh informasi yang jelas mengenai alasan, besaran, maupun cara 

perhitungan pemotongan upah. 

Selain itu, pemotongan yang berkaitan dengan risiko usaha perlu 

dibedakan dengan pemotongan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian 

pekerja. Risiko seperti penurunan harga ayam, penyakit, atau kondisi produksi 

tertentu tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai kesalahan karyawan. Oleh 

karena itu, praktik pengupahan di Peternakan Ayam Ciomas menunjukkan bahwa 

masih terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban apabila pemotongan 

dilakukan tanpa dasar yang jelas, tanpa transparansi, dan tanpa 

mempertimbangkan penyebab kerugian. 

Dengan demikian, praktik pengupahan di Peternakan Ayam Ciomas pada 

dasarnya telah menunjukkan adanya hubungan kerja dan pemberian upah sebagai 

imbalan atas pekerjaan karyawan, tetapi masih terdapat permasalahan dalam 

pelaksanaan pemotongan upah, terutama berkaitan dengan kejelasan ketentuan, 

transparansi, dan pembagian tanggung jawab terhadap risiko usaha. 

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Peternak 

Ayam di Peternakan Ayam Ciomas Desa Pidoli Lombang 

Ditinjau dari hukum Islam, hubungan kerja antara peternak dan karyawan 

di Peternakan Ayam Ciomas dapat dikategorikan sebagai akad Ijarah al-'amal, 

yaitu akad pemanfaatan jasa atau tenaga seseorang dengan memberikan imbalan 



 

 
 

berupa upah (ujrah). Secara umum, unsur-unsur akad Ijarah telah terdapat dalam 

hubungan kerja tersebut, yaitu adanya pihak yang berakad, adanya pekerjaan yang 

dilakukan, adanya imbalan atau upah, serta adanya kesepakatan mengenai 

hubungan kerja. 

Namun, pelaksanaan akad tidak hanya dinilai dari terpenuhinya unsur-

unsur dasar akad, tetapi juga dari cara akad tersebut dijalankan. Islam 

menekankan adanya kejelasan, keadilan, kerelaan (ridha), amanah, transparansi, 

dan pemenuhan hak pekerja. Upah yang telah menjadi hak pekerja tidak boleh 

dikurangi atau ditahan secara sewenang-wenang. Hal ini sejalan dengan prinsip 

bahwa pekerja berhak memperoleh imbalan atas pekerjaan yang telah 

dilaksanakan. 

Praktik pemotongan upah dapat dibenarkan dalam hukum Islam apabila 

terdapat alasan yang jelas, telah diketahui atau disepakati sebelumnya, dilakukan 

secara proporsional, dan benar-benar berkaitan dengan kewajiban atau kesalahan 

pekerja. Sebaliknya, apabila pemotongan dilakukan secara sepihak, tidak 

transparan, tidak memiliki dasar yang jelas, atau dibebankan kepada pekerja atas 

risiko usaha yang bukan disebabkan oleh kesalahannya, maka praktik tersebut 

tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. 

Dengan demikian, praktik pengupahan karyawan di Peternakan Ayam 

Ciomas Desa Pidoli Lombang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum 

Islam. Aspek yang sesuai terdapat pada adanya hubungan kerja, adanya pekerjaan 

yang jelas, dan adanya pemberian upah sebagai imbalan atas jasa pekerja. 

Sementara itu, aspek yang belum sesuai terdapat pada mekanisme pemotongan 



 

 
 

upah yang belum sepenuhnya jelas dan transparan serta adanya kemungkinan 

pembebanan risiko usaha kepada pekerja tanpa terlebih dahulu membuktikan 

adanya kesalahan atau kelalaian pekerja. 

Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip al-'adl (keadilan) apabila 

mengakibatkan pekerja kehilangan sebagian haknya tanpa dasar yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemotongan yang tidak disepakati atau tidak 

dijelaskan secara terbuka dapat mengurangi unsur ridha dalam akad Ijarah dan 

berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (gharar) dalam hubungan kerja. Oleh 

karena itu, pelaksanaan pengupahan seharusnya dilakukan berdasarkan 

kesepakatan yang jelas, transparan, adil, dan proporsional agar hak pekerja 

maupun kepentingan pemberi kerja sama-sama terlindungi. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, 

peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemilik atau Peternak Ayam Ciomas 

Pemilik atau peternak disarankan untuk membuat perjanjian kerja tertulis 

dengan setiap karyawan. Perjanjian tersebut sebaiknya memuat secara jelas 

mengenai jenis pekerjaan, besaran upah, waktu pembayaran, bonus, hak dan 

kewajiban pekerja, serta kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan adanya 

pemotongan upah. Dengan adanya perjanjian tertulis, kedua belah pihak dapat 

mengetahui hak dan kewajibannya sehingga dapat mengurangi kemungkinan 

terjadinya perselisihan. 



 

 
 

Pemotongan upah juga sebaiknya dilakukan berdasarkan alasan yang jelas 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila pemotongan berkaitan dengan 

kerugian atau deplesi, maka terlebih dahulu perlu diketahui penyebabnya. Apabila 

kerugian terjadi akibat kelalaian pekerja, maka pertanggungjawaban dapat 

diberikan secara proporsional. Namun, apabila kerugian disebabkan oleh penyakit, 

kualitas bibit, kondisi lingkungan, perubahan harga pasar, atau faktor lain yang 

berada di luar kendali pekerja, maka risiko tersebut tidak seharusnya secara 

otomatis dibebankan kepada karyawan. 

2. Bagi Karyawan Peternakan Ayam 

Karyawan diharapkan memahami hak dan kewajibannya dalam hubungan 

kerja. Karyawan hendaknya melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung 

jawab, amanah, dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Di sisi lain, 

apabila terdapat pemotongan upah, karyawan berhak meminta penjelasan 

mengenai dasar dan perhitungan pemotongan tersebut secara baik dan melalui 

musyawarah. 

Karyawan juga disarankan untuk mengetahui isi perjanjian kerja sebelum 

menyetujui hubungan kerja, khususnya mengenai besaran upah dan ketentuan 

pemotongan. Dengan demikian, hubungan kerja dapat berjalan secara terbuka dan 

tidak menimbulkan kesalahpahaman antara karyawan dan pemilik peternakan. 

3. Bagi Perusahaan Mitra atau PT Ciomas Adisatwa 

Perusahaan mitra diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap aspek 

perlindungan tenaga kerja dalam sistem kemitraan. Meskipun hubungan langsung 

dengan karyawan kandang berada pada peternak, perusahaan mitra dapat 



 

 
 

memberikan pedoman atau standar mengenai perlakuan terhadap tenaga kerja agar 

praktik pengupahan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan 

pekerja. 

Perusahaan juga diharapkan dapat memberikan pendampingan kepada 

peternak dalam menghadapi risiko produksi yang berada di luar kendali peternak 

maupun karyawan, sehingga risiko tersebut tidak seluruhnya dialihkan kepada 

pekerja melalui pemotongan upah. Hal ini penting agar sistem kemitraan tidak 

hanya berorientasi pada pencapaian produksi, tetapi juga memperhatikan 

keberlangsungan hubungan kerja yang adil. 

4. Bagi Masyarakat dan Tokoh Agama 

Masyarakat, khususnya pemilik usaha dan pekerja yang berada di 

lingkungan Desa Pidoli Lombang, diharapkan meningkatkan pemahaman 

mengenai prinsip-prinsip hukum Islam dalam hubungan kerja. Tokoh agama juga 

diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai 

pentingnya memenuhi hak pekerja, memberikan upah secara adil, serta 

menghindari praktik pemotongan yang dapat merugikan salah satu pihak. 

Pemahaman tersebut penting agar kegiatan ekonomi masyarakat tidak 

hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga dilaksanakan berdasarkan nilai 

keadilan, amanah, kerelaan, dan kemaslahatan sebagaimana yang diajarkan dalam 

hukum Islam. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan objek dan perspektif yang 



 

 
 

lebih luas. Penelitian berikutnya dapat mengkaji praktik pengupahan pada 

beberapa peternakan ayam sekaligus sehingga dapat dilakukan perbandingan 

mengenai sistem pengupahan, mekanisme pemotongan, serta penerapan prinsip 

hukum Islam pada masing-masing peternakan. 

Peneliti selanjutnya juga dapat mengkaji lebih mendalam mengenai 

hubungan antara sistem kemitraan perusahaan inti dengan kesejahteraan karyawan 

peternakan, khususnya mengenai pembagian risiko produksi, sistem bonus, 

mekanisme pemotongan upah, dan perlindungan hak pekerja. Dengan demikian, 

penelitian mengenai pengupahan dalam perspektif hukum Islam dapat 

memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan praktik 

ketenagakerjaan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. 
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